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Penyusunan daftar pemilih senantiansa menjadi permasalahan dalam setiap 

pelaksanaan pemilu. Salah satu permasalahan yang kerap muncul berupa 

banyaknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar 

pemilih tetap. Hal itu tampak pada banyaknya pemilih pengguna kartu identitas 

kependudukan yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus Pemilu 

Tahun 2019, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif tata kelola pemilu yang 

terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan pembuatan aturan, implementasi aturan, dan 

ajudikasi aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif tata kelola 

pemilu, faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus Pemilu Tahun 2019 

di Kabupaten Indragiri Hulu ada pada tiga tahapan tata kelola pemilu. Pada tahapan 

pembuatan aturan, banyaknya jumlah pemilih khusus di Kabupaten Indragiri Hulu 

merupakan implikasi dari beberapa kebijakan yang diambil oleh aktor yang terlibat 

dalam penyusunan aturan. Kebijakan tersebut berupa KTP elektronik sebagai 

identitas tunggal persyaratan pemilih, surat keterangan perekaman sebagai 

persyaratan tambahan, serta tidak dilaksanakannya pencocokan dan penelitian. 

Pada tahapan implementasi aturan, berupa pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar 

pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu yang kurang baik, terdiri dari tahapan 

pengumuman dan tanggapan masyarakat, pengolahan data pemilih, serta 

pendaftaran pemilih khusus di TPS. Sedangkan tahapan ajudikasi aturan berupa 

tidak terakomodirnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait 

pemilih DPK. 
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Compilation of voter lists is always a problem in every election. One of the 

problems that often arise is the number of voters who meet the requirements but are 

not registered in the final voter list. This can be seen in the number of voters who 

use resident identity cards who are registered in the special voter list. This study 

aims to analyze the factors causing the large number of special voter lists for the 

2019 Election, with the research location in Indragiri Hulu Regency, Riau 

Province. In this study, researchers used an electoral governance perspective 

consisting of three levels, namely rule making, rule application, and rule 

adjudication. This research uses a qualitative approach with a case study method. 

The results showed that based on the perspective of election governance, The 

factors causing the large number of special voter lists for the 2019 Election in 

Indragiri Hulu Regency are in three stages of election governance. At the stage of 

making the rules, the large number of special voters in Indragiri Hulu Regency is 

an implication of several policies taken by actors involved in drafting the rules. The 

policy is in the form of an electronic resident identity card as the single identity 

requirement for voters, a recording certificate as an additional requirement, and 

no checking and checking is carried out. At the stage of implementing the rules, in 

the form of poor voter list compilation activities in Indragiri Hulu Regency, 

consisting of the stages of announcements and public responses, processing of voter 

data, and registering special voters at TPS. Meanwhile, the regulatory adjudication 

stage was in the form of not accommodating the recommendations of the Indragiri 

Hulu District election supervisor regarding special voters list. 

 

Keywords: 

Special Voters List, Resident Identity, Indragiri Hulu Regency. 

 


